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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil, Kementerian Kesehatan memandang perlu
untuk melakukan upaya pembinaan bagi para
pegawainya melalui jalur jabatan fungsional sebagai
jabatan karir Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian
khususnya para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian
Kesehatan, dipandang perlu adanya peraturan
sebagai acuan dalam pembinaan jabatan fungsional;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang
Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan
Angka Kreditnya;

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang
Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka
Kreditnya;

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang
Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan dan Angka Kreditnya;
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6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 42/kep/m.pan/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan
Angka Kreditnya;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang
Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka
Kreditnya;

10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang
Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

12.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan
Angka Kreditnya;

13.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 37/Kep.M.PAN/4/2003 tentang Jabatan
Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;

14.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka
Kreditnya;

15.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan
Angka Kreditnya;

16.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

17.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
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18.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan
Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;

19.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang
Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka
Kreditnya;

20.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

21.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang
Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka
Kreditnya;

22.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang
Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka
Kreditnya;

23.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang
Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka
Kreditnya;

24.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang
Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka
Kreditnya;

25.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/36/M.PAN/II/2006 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka
Kreditnya;

26.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan
Angka Kreditnya;

27.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan
Angka Kreditnya;

28.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang
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Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka
Kreditnya;

29.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang
Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

30.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang
Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

31.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka
Kreditnya;

32.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka
Kreditnya;

33.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang
Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka
Kreditnya;

34.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

35.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka
Kreditnya;

36.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

37.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/03/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

38.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/03/M.PAN-
RB/1/2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;


